Mcenimbang

Mengingal

X

BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR; 140/3%4 /Kpts/BPI-PS/2020

TENTANG !
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN *

AN (:OTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARIL PAINAN

]

b.

ok

1.

KECAMATAN 1V JURAI
BUPATI PESISIR SELATAN,

. bahwa masa jabatan anggota DBadan Permusyawaratan Nagari

Painan Kecamatan 1V Jurai periode Tahun 2014 sampai dengan
2020 berakhir pada tanggal 30 Mei 2020, perlu dilakukan
penggantian;

buhwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan  Dacrah
Kabupalen Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari,
anggota Bunus Nagari terpilih diajukan olch Wali Nagari kepada
Bupati melalui Camat untuk disakkan;

5, bahwa sehubungan dengan terpilihnya  anggotn Dadan

Permugyawaratan Naguari Painan Kecamatan 1V Jurai periode
Tahun 2020 sampai dengan 2026 pada tanggal 13 Mei 2020,
muka untuk tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan
Nagari, kedudukun anggota Badan Permusyawaratan Nagari
periode ‘Tahun 2014  sampai dengan 2020, diberhuntikiaun
dengan hormat;

bahwsa berdasarkan surat Camat IV Jurm Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor: 140/108/C.1V.J,/2020 tanggul 4 Juni 2020
tentang  Usulan Pemberhentan dan Penetapan Badan
Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jural, perlu
disahkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan;

. bahwa berdasarkan pertimbangar sebagaimana dimeaksud puada

huruf a, hurut b, hurufl ¢ dan huruf d, perlu menctapkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pemberhentian Dan
Pengangkatun Anggota Badan Permusyawaratan Neagari Puinun
Kecamatan IV Jurai;

Undang Undang Nomor 12 Tahua 1956 lenlang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalari Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Dri. Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang Undang Nomor 58 Tanun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 lentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenlang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negarda Republik  Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5587), schagaimana telah heberapa kali diubah teralkhir
dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 358 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomot 30 Tahun 2014 tentang Adininstrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2014
Nomor 202, Tambuhan Lembaran Negard Republik Indonesia
Nomor 2601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tuhun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 123,
Tumbahan Lembaran  Negara Republik Indomnesin  5539),
gebagaimana telah diubah dengar Peraluran Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 Llenlang Pernbahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 20171 tentang Peraturan Pelaksanaun Undung
Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desu (Lembaran Negara
Republik  lndonesa Tahun 2015 Nomor 157, Tambahuan
Lembuaran Negarsa Republik Indonc gia Nomor 8717);

Peraturan DPemerintah  Nomor 12 Tahun 2017 tenlang
Permnbinauan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemnerininhan
Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahun Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor G071 L);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Permbentukan Produk Hukum Dac rah, scbagaimana elah diubuh
dengun lcraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 120 Tahun 2018
teniang Perubohan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pernbentulkan Produk Hukum Duerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Baratl Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagari;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sclatun Nomor 2 Tahun
2016 tentang Nagari;

peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang
Badan Permusyawaratan Nageauri,
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MEMUTUSKAN :

Pemberhentian dengan hormat Anggota Badan Permusyawaratan
Nagari Painan Kecamatan IV Jurai  periode Tahun 2014 sampai
dengan 2020, sebagaimana tercantum dalam Lemnpiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini dan
mengucapkan terima kasih atas jasa-jasa dan pengabdian yang telah
diberikan selama menjalankan tugas. X

Pengangkatan anggota DBadan Permusyawaratan Nagari Painan
Kecamatan IV Jurai periode Tahun 202(¢ sampai dengan 2026 , dengan
susunan anggola sebagaimans lercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupali ini.

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU mulai berlaku pada masa jabutan berakhir yaitu tanggal 30
Mei 2020.

Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ‘Terpilih schagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membulius  dan
menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama-sama Wali Nagari,
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan
melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari, meluksanakan tugas
terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 30 Mei
2026.

Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai
schagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai kewajiban
dan huak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan
Dacrah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Nagari, serta meluksanakan dan mentaati segala  Peraluran
Perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan.

Ditctapkan di Painan
Pade tanggal ¥ Juni 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR
TANGGAL : 4
TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANG

140/3%6 /Kpts/BPT-PS/2020
JUNI 2020

NAGARI PAINAN KECAMATAN IV.JURAI

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Nageri

b3

Periode Tahun 2014 Sampai Dengan 2020

NO NAMA

1 | AKMAN NUR

JABATAN

UNSUR

Kelua

Cadialk Pandai

Walkil Ketua

Alim Ulama

KATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN

Painan Kecamatan TV Jurai

2 | HASFIAN KIIAILANI, S.Pt

3 | SYATIJAL, S.Ag

Selretaris

Pemuda

4 | MURNI DASROM

Ketua Bidang Penyelenggnraan
Pemerintahan Nagari [Dan
Pembinaan Kemasyarakatan

Bundo Kanduang

5 | H. SUIB TANJUNG, SH

Kctua Bidang Pembangunan
Nagari Dan Pemberdayaan
Masyurakat Nagari

Ninik Muamuk
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LAMPIRAN I1

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 356 /Kpts/BPT-PS/2020
SANGGAL @ &  JUNI 2020

TENTANCG

PEMBERIHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI PAINAN KECAMATAN IV JURAI

%

Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Painan Kecamatan IV Jurai
Periode Tahun 2020 Sampai Dengan 2026

NO NAMA JABATAN UNSUR
1 | ARMAN NUR Ketua Cadiak Pandai
2 H. ERWANTO, Dt. Walkil Ketua Ninik Mamak

SAMPONO KAYQ

3 | YULI WARMAN Sckretaris Pemuda

Ketua Bidang Penyelenggaraan
Pemecrintahan Nagari & Alim Ulama
Pemhinaan Kemasyarakatan

4 | PIWAL

Ketua Bidang Pembangunan
MURNI Nagari & Pemberdayaun Bundo Kanduang

Masyarakat Nagari
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